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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas maka dapat diberi kesimpulan, 
yaitu:  
Seorang anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api dapat 
mempertanggungjawabkannya karena perbuatan tersebut merupakan 
perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dikenai sanksi baik itu pidana 
maupun disiplin. Sanksinya sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), pasal yang dikenakan tergantung perbuatan pidana apa yang 
dilakukan. Kemudian karena anggota Polri merupakan salah satu pegawai 
Aparatur Sipil Negara, maka hukumannya akan ditambah sepertiga dari 
perbuatan pidananya. Selain dikenakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada juga perbuatan tertentu yang 
bisa dikenakan pasal yang ada dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 
Tahun 1951 tentang Senjata Api, seperti penyewaan senjata api rakitan secara 
ilegal. Selain sanksi pidana yang diberikan, anggota Polri juga diberi sanksi 
lainnya, berupa teguran lisan, tertulis, mutasi demosi, penundaan kenaikan 
pangkat, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak 
hormat melalui sidang disiplin maupun kode etik. 
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B. SARAN 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan di atas dapat 
disampaikan bahwa saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah diharapkan membuat aturan yang khusus mengenai 
sanksi yang akan diberikan kepada anggota Polri jika melakukan 
penyalahgunaan senjata api. Kemudian sanksi tersebut harus lebih berat 
dan juga mengatur mengenai hukuman yang maksimal dan minimal, 
sehingga dapat membuat efek jera bagi anggota Polri apabila 
menyalahgunakan senjata api. Selanjutnya berkaitan dengan 
kesejahteraan anggota Polri, harus lebih ditingkatkan karena pekerjaan 
mereka yang begitu berat sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan 
senjata api dalam bentuk jual atau menyewakan senjata api yang mereka 
miliki untuk mendapatkan uang lebih. 
2. Bagi Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan pencegahan secara 
Preventif atau Represif baik dalam proses Rekruitmen anggota Polri 
harus lebih selektif dalam memilih seorang yang akan masuk dan bekerja 
dalam institusi Kepolisian dan memberikan sanksi yang berat bagi 
anggotanya yang menyalahgunakan senjata api. Kemudian memberikan 
pengetahuan yang lebih baik terkait pemakaian senjata api pada saat 
pendidikan masuk Kepolisiasn. Melakukan pengetatan dan pemeriksaan 
uji ulang terkait izin penggunaan senjata api serta meningkatkan standar 
perizinan senjata api bagi anggota kepolisian yang layak memiliki senjata 
api. Selanjutnya harus sering dilakukan tes-tes Psikologi terhadap 
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anggota Polri yang memiliki izin memiliki senjata api, yang meliputi tes 
kejiwaan dan emosi karena faktor terbesar penyalahgunaan senjata api 
adalah tidak bisa mengendalikan emosi. 
3. Diharapkan masyarakat ikut serta sebagai auditor bagi pihak kepolisian 
dalam menjalankan tugas jabatan, membantu pihak pemerintah sebagai 
pengawas dari pemberlakuannya aturan terkait senjata api bagi tiap-tiap 
anggota Kepolisian. Mengawasi secara langsung bagaimana anggota 
Kepolisian dalam menjalankan tugas jabatan yang diemban, agar tidak 
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan khususnya terkait penggunaan 
senjata api diluar lingkup tugas yang telah diberikan kepada mereka. 
Selain itu masyarakat juga dapat memberi masukan terhadap pemerintah 
(dalam hal ini masyarakat sebagai wakil rakyat) mengenai pengaturan 
penggunaan senjata api dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai 
anggota Kepolisian. 
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